Menimbang :

Mengingat

BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR ¢ TAHUN 2017

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan
yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat
kesehatan manusia dan asap rokok tidak hanya
membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga
menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan
kesehatan orang lain;

b. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan
perlindungan terhadap paparan asap rokok dengan
menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 115 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk menetapkan
Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara epublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5135);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Menetapkan :

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagai
Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Tanah Bumbu.

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR
adalah tempat atau area yang dinyatakan dilarang untuk
kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,
megiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang
diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang
berada di dalam KTR.

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk
cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman
Nicotiana tobacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya
atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan
atau tanpa bahan tambahan.

Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun
terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang
dikeluarkan oleh perokok.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang
digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan
dan/atau pelatihan.

Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun
terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-
anak.

Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang
memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk
beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara
permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat
yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara
biasanya dengan kompensasi.

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup
atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja
bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan
suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.



19.

20.

Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat
diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang
dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan
masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta
dan masyarakat.

Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu
yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan
masyarakat.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Azas Peraturan Daerah ini untuk melindungi hak azasi
manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.

b.

melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk
merokok baik langsung maupun tidak langsung;

memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat
bagi masyarakat;

membudayakan hidup sehat; dan

menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip Peraturan Daerah ini adalah:

a.

b.

tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja
tertutup; dan

pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan
merokok atau tindakan mengizinkan dan/atau
membiarkan orang lain merokok di KTR adalah
bertentangan dengan hukum.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten menetapkan Kawasan Tanpa Rokok

di wilayah pemerintahannya.

(2) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;



(3)

(1)

(2)

c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;

e. angkutan umum;

f. tempat umum; dan

g. tempat kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kejelasan tempat Kawasan
Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pengelola/pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f
dan huruf g, wajib menyediakan tempat khusus merokok.

Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memenuhi persyaratan:

a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang
berhubungan langsung dengan udara luar sehingga
udara dapat bersirkulasi dengan baik;

b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang
lain yang digunakan untuk beraktifitas;

c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; dan

d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

BAB IV
KEWAJIBANDAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR
wajib untuk:

a.

b.

melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau
lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang
menjadi tanggung jawabnya;

tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat
dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan

memasang tanda tempat dan pengumuman dilarang
merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama
dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah
terbaca dan/atau didengar baik.



Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
(2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan,
mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Pasal 9

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam
terbentuk dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara:
a. perorangan;

b. kelompok;

c. badan hukum;

d

badan usaha;

®

lembaga; dan

organisasi.

Pasal 11

Peran serta masyarakat diarahkan untuk:

a. menggunakan hak azasinya agar terlindungi dari asap rokok
orang lain; dan

b. ikut memfasilitasi dan membantu instansi yang berwenang
atau pengawas dalam mengawasi terlaksananya Kawasan
Tanpa Rokok.

Pasal 12

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui:

a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan
berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok;

b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan
serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat
mengenai Kawasan Tanpa Rokok;

c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok
di Kawasan Tanpa Rokok;

d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab
Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan

e. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika terjadi
pelanggaran.



Pasal 13

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyebarluaskan
informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat
dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:

a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya
rokok; dan

b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media
cetak dan elektronik;

b. koordinasi dengan seluruh Instansi, elemen organisasi
masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh
masyarakat dan tokoh-tokoh agama;

c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa
masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan
melakukan sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok;

d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan
perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan

e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-
lembaga nasional maupun internasional dalam upaya
melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa
Rokok;

(2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendegelasikan
kewenangannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah
Bumbu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang

untuk melakukan penyidikan siapapun yang melakukan
tindak pidana pelanggaran atas ketentuan-ketentuan



(2)

(3)

(1)

(2)

dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah
Hukum di tempat penyidik ditempatkan.

Dalam melaksanakan tugas penyidik, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil

mempunyai wewenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di
tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseoarng;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada pentut umum,
tersangka atau keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi
dasar hukumnya dan dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian
Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

PASAL 17

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah).

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana

dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) adalah pelanggaran.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan
setelah diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran DaerahKabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Februari 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 NOMOR ¢

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (11/2017)



